QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 46 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

BISMILLAHIRRAHIMA NIRRATIING

DENCAN Raniag ALLAT YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : 3 bhahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200]

tentang Retribust Daerah. Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi
Daerah  yang pungutannva  menjadi - kewenangan  Pemerintah

Kabupaten / Kota:

b. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Pasar sebagai salah satu

sumber Pendapatan Asli Dacrah:
¢. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : | Undang-undang Nomor 8 Tahun 198] lentang Hukum Acam Pidana

(Lembaran Mooaoo Tlbin D80 omor /6, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209\

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah  (L.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3685):

(]

Undang-undang  Nomor 22 Tuhun 1999 lentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara 3839):;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintain Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
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: :,::d“.—,:-mwm;; some- 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Kerstimewaas  Propins: [aerah Istimewa Aceh (embaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambazhan lLembaran Negara Nomor

(o)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Birever dan Kabupsten Simelue (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomer 176 Tombahan Lembaran Negara Nomor
3897).

Undang-undang Nomor & Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Lndang-uﬁdang Nemor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75. Tambahan 1embaran Negara Nomor 3963);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undarz: 2o Noman .5 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerzh {Lembaran Negara Tahun 2000 Ivomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 200] tentang Otonomi Khusus
Bag: Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tzhun 198] tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahur 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258):

Il Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemenntah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Otonomi
(Lembaran Neonen Tob: g v 23, Tambahan Lembaran

Negara Nomer 3952).

12 Peraturan Pemeriniah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139); ’

. 72
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L3 Keputusan - Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Neputusan Presiden (1 embaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14 Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

» N T R M
17 Keputusan Mentert Dalam Negert Nomor 119 “Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jemis-jenis Retribusi Dacrah Tingkat 1 dan

Daerah Tingkat 11

I8 Keputusan Mentert Dalam Negert dan Otonomi Dacrah Nomor 50

Tahun 2000 fentang Fedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Dacrah Kabupaten/Ko

-
O,

19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah;

2001 tentang

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22 Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 24 Tahun 2001 lentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah:

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

lentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN :

Menectapkan ; QANUN  KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PASAR,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
I Daerah adalah Kabupaten Bircuen:
2. Pemerintah Dagralh adulis Kepaia Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan [ksckutil Dacrah;
3. Bupati adalah Bupati Bircuen;
4. Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Kabupaten Bireuen;
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Duerah dengan numa bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Keoperasi, Yayasan atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk
Usaha lainnya, _
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk

lainnya yang dikelola olch  Pemerings

N
il

Dacrah  dan  khususnya
disedickan uniuk pedagang;

8. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk

bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding; |

Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan

~ yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan

langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;

10, Retribusi . A7
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10. Retribusi Jasa Umum adaluh retribusi atas jasa vang disediakan atay
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk twuan kepentingan dap

kemanfaatan umum serta dapat dinikmats oleh orang pribadi atay badan;

I'l.Retribusi Pasar yang sclanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran
alas  penyediaan fasilitas  pasar tradisional/sederhana yang berupa
halaman/peralatan. Los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah,
dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola

oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;

......

o

12.Wajib Reltribusi adalab orang pribadi uiau badan yang menurut
Peratuiran i’crundang-undun:gun Retribusi Dacrah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi Daerah:

13.Masa Retribusi adalah jangka wakiu tertenlu yang merupakan batas
waktu  bagi Wajib Retribusi untuk  memanfaatkan Jasa pelayanan

lasilitas pasar:

[4.Surat Pendafiaran Obyek Retribusi Daerah yang sclanjutnya  disingkat
SPAORD, adalah surat yang digunakan olch Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan

Pcrundangz-undangan Retribusi Dacrah;

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang. Bayar Tambahan yang
selanjutnya  disingkat SKRDKBT adalah  Suyrat Keputusan yang

menentukan tambahan atas miah retrih;<: yaig ielah ditetapkan;

16.Surat Ketetapan Retibusi Daerah L.ebih  Bavar, yang sclanjutnya
distngkat SKRDIB adalan Surar Keputusan yang menentukan Jumlzh
kelebihan pemhayaran reiribusi karena jumlah kredit retribusi lebih

besar dari pada retribusi yavng lerutang atau tidak scharusnya terutang,

I7.Surat Tagihan Retribus;i Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atay sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda:

I8.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atay terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olch Wajib Retribusi;

19. Pemeriksaan M
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19 Pemeritinnan adaid scangkman kepinlon ontuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Dacrah:

20, Penyidikan tindak pidana  di  bidang Relribusi  Dacrah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya  disebut  Penyidik, untuk  mencari serta
mengumpulkan buki vang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana  di bidang Retribusi Daerah yang terjadi scrta menemukan

lersangkanya;

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Refribygt prg- dipungat reiribusi atas pelayanan penyediaan
fasilitas pasar tradisional/ sederhang yang berupa halaman/ pelataran, los
dan atau kios yang dikciola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan

untuk pedagang.
Pasal 3

(1) Objek  Retribusi meliputi  pelayanan penyediaan fasilitas pasar
tradisional/ sederhana berupa halaman/ pelataran, los dan atau kios yang
khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas
pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta maupun

Perusahaan Daerah.
Pasal 4

“Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

pelayanan penyediaan tusilitas posar
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BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan scbagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas
pasar yang digunakan. ,

BAB Y

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penclapan struktur dan besarnya tarif retribusj
dimaksudkan untuk menutup - biaya  penyelenggaraan penyediaan

pelayanan  fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan

masyarakat, dan aspek kead™ o

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan,

playa bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.
BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Struktur tari digolongkan berdasarkan Jenis fasilitas yang terdiri atas
halaman/pelataran, los dan alau kios, luas lokasi, dan jangka wakiy
pemakaian. '

(2) Lokasi  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) digunakan untuk

menentukan kelas pasar

(3)Kelas pasar scbagaimana dimaksud pada ayal (2) akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Struktur dan besarnya tarif ditc.apkan sebagai berikut :

Lokasi...... 74 +
Scanned by CamScanner



LOKAS] JENIS BANGUNAN

Pasarkelas1 |4 105~ —

Y

-~

a. Los
b. Kios
¢. Pelataran
I. Lapangan
2.Berjualan makanan/minuman
pada Gernhak/ tandy Aalam
Nomplek Pasar,
3.Benjuaian Makanan minuman/
makanan pada gerobak/tenda
diluar Komplek Pasar.
- Memakai bangku/kursi
-Tidakmemakai bangku/kursi
4. Berjualan pakaian Jadi diluar
komplek pasar.
5. Berjualan Ikan.
6. Berjualan Daging
- Harian
- Hari Meugang
7. Pasar Ayam.

LLUAS TARIF
B R ]
M2 | Rp. 500/hari
M2 [Rp.  1.750/bulan
I M2 | Rp. 400/hari
- Rp. [.000/hari
- Rp. 1.250/hari
- Rp. 1.000/hari
- Rp. 1.000/hari’
M2 [Rp 750/hari
- Rp 1.250/hari
- Rp.  12.500/hari
- 1.000/hari

Lokasi /}ﬂ
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LOKASI
I

——

—_—
Pasar Kelas 1]

JENIS BANGUNAN LUAS TARIF
T o 1 -
- §|3:1r_ang masuk dari luar dacrah: - ]
- Telur Ayam /1tik Rp. 10/kg
- Kacang Rp. Shkg
- Sayur-sayuran Rp. 2/kg
- Kentang Rp. 2/kg
- Buah=hyahar 2/kg
Valos TM2 | Rp.  400/hari
b. Kios IM2 [Rp.  1.500/bulan
¢. Pelataran
1. Lapangan IM2 |[Rp. 300/hari
2 Berjualan  makanan/minuman
pada  Gerobak/ tenda dalam ‘
Komplek Pasar - Rp. 1.000/har
3 Berjudtan Mukanas sinuman/ |
makanan pada gerobak /lenda
diluar Komplck Pasar.
- Memakai bangku / kursi - Rp. 1.000/har:
- Tidak memakai bangku/kursi - Rp. 750/hari
4. Berjualan pakaian jadi diluar
Komplek Pasar. = Rp. 1.000/hari
5. Berjualan Ikan. M2 | Rp. 500/hart
6. Berjualan Daging.
- Harian - Rp. 1.000/hari
- Hari Meugang, ' - Rp.  10.000/hari
7. Pasar Ayam - Rp. 1.000/hari
8.Bv;arang masuk dari luar dacrah:;
- Telur Ayam/Itik Rp. 10/kg
- Kacang | Rp. Skg
- Sayur-sayuran | Rp. 2/kg
- Keintang Rp. 2/kg
|! B Bl,lilh:blllrl{lfl‘n __J .. Rp. 2/kg

Pasar......... ”%
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Pasar Kelas 11

10

a. Los M2 |Rp.
b. Kios I M2 [ Rp.
¢. Pelataran
I.Lapangan M2 | Rp.
2.Berjualan  makanan/minuman
pada Gerobak/ tenda dalam
Komplek Pasar. - Rp.
3 Berjualan Makanan minuman
[ /' makanan nad '__'cre.:!-.:_:!:,.’!cr:-;!::l |
diluar Komplek Pasar.
- Memakai bangku/kursi - Rp.
- Tidak  memakai bangku - Rp.
kursi
4 Berjualan  pakaian Jadi -
diluar komplek pasar. M2 [ Rp.
5. Berjualan Tkan. Rp.
6. Berjualan Daging -
- Harian - Rp.
- Hari Mcugang - Rp.
7. Pasar Ayam. Rp.
8. Barang masuk dari luar
daerah:
- Tewr Aywn ik | Rp.
- Kacang Rp.
- Sayur-sayuran Rp.
- Kentang Rp.
- Buah-buahan ‘J Rp.
—_ "
BAB VII

WILAYAH PEMUNG UTAN

Pasal 9

10.000/hari

300/hari
1.250/bulan

200/hari

1.000/hari

1.000/hari
750/hari

1.000/hari

500/hari

750/hari

1.000/hari

10/kg

2/kg
2/kg
2/kg

Retribusi yang terutang dipungut dj wilayah Daerah tempat penyediaan
pelayanan fasilitas pasar diberikan.

o

san . .

Scanned by CamScanner



BAB VIII
MASA RETRIBUS] DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya | (satu) bulan dan

harian menurut jenisnya,

Pasal |1

Saat Retribus; lerutang adaleh pada saat dietapkannya SKRD  atay
s p

dckumen lain yang sah.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajth mengisi SPAORD.
(2) SPAROD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani olch wajib Retribusi atau
Kuasanya.

(3) Bentuk isi serta (ata cary pengisian dan penyampaian  SPAORD
sebugaimana  dinuksud e aval (1) ditetankan lebih lanjut oleh
Bupati.

LAB X
PENETAPAN RETRIBUS]

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPAORID) scbagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)

ditetapkan retribusi lerutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang sah,

(2) Apabila berdasarkan hasil peineriksaan dan ditemukan data baru dan
atau data yang  semula belum terungkap  yang mcnyebebkaﬁ

penambahan  jumlah retribusi yang lcrutang, maka dikeluarkan

SKRDKBT.
P 110
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(3) Bentuk, isi, serta taga cara penerbitan SKRD atau- dokumen lain yang

sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKB'I sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasnt 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapal diborongkan,

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang sah dan SKRDK BT

BAB XII

oy

SANKSE ADMINISTRAS

Pasal 15
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

(dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar

dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X111
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sckaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi sclambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejuk  ditertitkannva SR gtan Aslime

....... o daiin yang  sah,
SKRDKBT dan STRD.

(3)Tata cara pembayaran, penyeloran, tempal pembayaran retribusi diatur

dengan keputusan Bupati,

Y 4
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BAB NIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
(1) Pengeluaran Sural

: OTIC et g
'I'cgur:ln/m‘fl”ﬂ“‘””/"“""" Iin yang sejenis SCoagal

awal tindshan selinmanaan penagihan retribust - dikeluarkan segera

selelah 7 (tujuhy har scjak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam Jangka wakwy 7 (tujuh) hari sctelah tanggal surat teguran/

peringatan/surat fain yang scjenis, Wajib Retribusi harus melunasi

retribusinya yang lerutang,

(3) Surat Teguran sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

pegaba vang ditimuk
BAB XV
KYBERATAN
Pasal I8
(DWapnb Retribusi dapat mengajukan keheratan hanya kepada Bupati atay

pelabat yaig GHERJUR e SKRD ata dokumen lain

SKRDKBT dan SKRDI 3.

ing sah,

(2) Keberatan diajukan secary tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jeias.
(3) Dalam  hal Wajib  Retribusi mengajukan keberatan  aas ketetapan
retribusi. Wajib Retribusi hargs dapat membuk(ikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi terschu,
(4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka wakty paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atay dokumen |

am yang sah, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan.

keeuali apabily Wajib Retribusi e

rtentu dapat
menunjukkan bahway Jangka waktu ity (idak d

apat dipenuhi kareng
Keadaan di luar kekuasaannya,

(5) Keberatan /}‘/
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(3) Keberatan Yang-udak memenuli persvaratan schagamana dimaksud

pada ayat (2 dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga

tidak dipertimbangkan,

(0) Pengajuan keberatan tidak menunda kewpiban membayar Retribusi da

Pelaksanaan Penagihan Retribusi,
Pasal 19

- . - 'y an scjak tangp:;
(1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal
Surat keberatan diterima harus - memberi keputusan keberatan yang

diajukan

()R 2putusan Bupate atas kel cratan dapat berupa menerima scluruhnya

. . , ood pos ' 10 )
M sehagian, menolak atg memambalebesamya retribusi - yang

lerutang

(3) Apabila jangka wakqy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan,

BAB X VI
PENGEMBALIAN KELEBIIAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(D Atas  kelebihan pembayaran retribusi. Wajib - Retribus; dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati,

(2) Bupati dalam aneka wakin naling lamsy ¢ (enam)  bulan scjak
diterimanyy permohonan kelebihan pembayaran refribys; sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila Jangka waktu sebagaimang dimaksud pada avat (2) telah

dilampaui dan Bupali tidak memberikan suaqy keputusan, permohonan
pengembalian kelehihan retribusi diangeap dikabulkan dan SKRDI.B
harus diterbitkan dalam jangka wakly paling lamy | (satu) bulan.

(4) Apabila ... ’d/ .
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(4) Apabila Wapb  Retribusi mempunyai utang retribusi  lainnya.
kelebihan pembayaran re(ribysi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
I"”Ssung dipethitunekan untuk melunasi terlebih Llullqlu utang retribusi

lersebult.

(5) Pengembalian Kelebihan - pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
. e D , ,
Padaavat (1) dilakukan datam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

scjak dllcrhilk;umy;l SKRDILB,

(O)Apabita peneemintion keivbihan ponbayaan rciribusi dilakukan
. ., M ale

setelah Tewal janoks waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberkan imbalan

bunga sehesar 2 o, (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan relibuss

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

secara tertuhis kepadi Bupaty dengan sckurang-kurangnya menyebutkan:

P

L nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi:

¢. besarnya kelebihan pembiyaran:

e

alasan yang singkat dan jelas,

(2) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran  retribusi
disampaikan  secara langsung atauy melglu; pos tercatat.

(3) Bukti Penerimaan ofely Pejabal Daerah atau buk( pengiriman  pos

tereatat merupakan bukiti soat permohonan diterima oleh Bupat:.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi,
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribys; diperhitungkan dengan utang

retribusi- lainnya, sehagaimana dimaksud  dalam pasal 20 ayat (4),
pembayaran  dilakukan dengan  carg pemindahbukuan  dan bukti

pemindah bukuan Juga berlaky scbagai bukti pembayaran,

v J
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BAB XV
PENGURANG AN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
~ RETRIBUSI

Pasal 23
(D) Bupati dapa memberikan pengurangan, keringanan dan- pembebasan
retribus.
(2) Pengurangan Kermpanan— dan pembebasan  retribust - sebagaimana
d maksud pada gy (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan
Wajib Retribusi
(3) Tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupat

BABXYIH
KEDALUWARSA PENAGHIAN
Pasal 24
(D 1k untuk  melakukan penagihan retribusi. kedaluwarsa  setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat lerutangnya

retribusi. kecuali apabila wajib retribusi melakukan  tindak pidana

dibidang retribusi

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

o

tertangauh apabila
a. diterbithan surat teeuran - atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB X\IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(DWajib Retribusi vang tdak - mekaksanakan kewajibannya schingga
merugikan keuangan dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling, banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi.
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada aval ¢ D) adalah Pelanggaran,

)

/.
BAB . 4
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BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawa Negert Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah

diberi wewenang khosus sehagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribug,

(2) Wewenang Penyidil; sehagamuana dimaksod pada ayat 1(satu) adalah:

d

d.

Menerimia, mencar Jan mengumpulkan serta menchtn keterangan
atau Laporan berkeraman dengan tndak pidana dibidang, retribus
daeral g etcsangan ian faporan tersehot menpadi lengkap dan
Jelas.

Menehtr mencin dan mengampulkan Keteranggan mcienal orang,
pribaci atan badin tentang kebenaran perbuatan yang, dilakukan
schubungan dengan tindak prddani retribast daerah,

Memmta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah,
Memeriksa buko-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen  lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah;
Melakukan  pengeledahan untak — mendapatkan— bahan — bukti
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokamen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut:

Memmta Bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan lugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dacrah;

Menyuruh berhenti melarane seseoran meninggathan ruangan atau
leaipai pada saat pemenksaan sedang berlangsung, dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud
pada huruf ¢

Mcemoltret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
dacrah;

Memanggil orang untuk  didengar keterangannya dan diperiksa
schagai tersangka atau saksi |

Menghentikan penyidikan:

Melakukan tindakan lan yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi dacrah menurut hukum yang dapat

e RN Y e A’/

dipertanggung jawabkan,
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(3) Penyidii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannyy kepada Penuntat Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Nomor 8 “Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidang.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal-hal yang belum diaur dalam Qanun ini. sepanjang mengenai peraturan
pelaksanaannya akan ditetapkan Iebih lanjut dengan Keputusan Bupati,
Pasal 28
Pada  suat muia berlaku Qanan i, maka semua peraturan yang
bcrlcnl;mg;m dengan Qanun i dinyatakan tidak berlaku Tagr,
Pasal 29

Qanun it malu berlakog pada tanggeal diondanghan,

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran: Dacrah Kabupaten

Bircuen,

Disabkin di Bircucn,
paditanggal 30 November 2002 M

R 25 Ragniadhan 1423 11
‘-f‘.,.y‘ :\ - ,‘ ,"'fl"
N o BUPAIVBIREUEN,

DRS. MUSTAFA'A. GLANGGANG
Diundangkan di Bireuen
pada tanggal -2 Desember 2007 vt
AP ZT Ramadhan 1423 11

SEKREVARIY

DAERAH KABUPATEN,

et 4
\ \ bt

DRSMIASAN BASRIDJALIL
“Pembiia Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 51
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PENJEL ASAN
\TAS
OANES
KABL PATEN BIREUEN
SUMOR 30 TAHMUN 2002
TENTANG

RETRIBUSIPASAR

L PENJELASAN 1A M:

I Bahwy dengan dutetaph:i Hndang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Anas l'ﬂdmi;-und;ng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribus; Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribust Daerah. maka untuk menwujudkan Otonomi Daerah
vang luas. nvata dan bertanggung jawab  kepada Dacrah  diberikan
kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan - mengurus  rumah
langeanya sendiri tertiasuk dalan hal pengeahian sumber Pendapatan Asli

Daerah

(B

Bahwa sehut tersebut. maka untuk kelancaran penyc fenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan vang berdaya guﬁu dan berhasii guna serta
untuk adanya ketertiban dan keteraturan pasar-pasar yang [asilitasnya
disediakan olch Pemenniah Daerah. dipandang pertu menetapkan Retribusi

Pasar.

3. dahwa untuk adanva kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pasar,

perlu diatur dalam suatu Qanun

1. PENJELASAN PASAL DEAMI PASAL :

Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup selas.
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Pasal 1Y

Cubup el

Pasal 2

Cukup jelas

l‘,)‘\.l] ,‘ |

Cukup jelas

]‘\\

Pasal 2.

Cuhup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
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